KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA|
NOMOR : AHU -4326 .AH.01.04.Tahun 2011

TENTANG

ENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca  : Surat permohonan dari Notaris Roy Achmad Mochtar Manan, SH. nomor
44/NovV/2011 tanggal 04 Mei 2011 périhal permohonan pengesahan akia pendirian
‘yayasan yang diterima tanggal 17 Juni 201 1;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di
sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusis, akia trscbut telah
memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, schingga
dapat disahkan;

Mengingat : 1| Undangundang Nomor 16 Tahun 2001 tetang Yayasan (Lembaran Negara
jonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran N
ubik_ Tndonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun
2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang
Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nowor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4894);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Esclon | Kementerian Negara
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hik Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN
Menctapkan ©
PERTAMA :  Memberikan Pengesahan Akta Pendirian
'YAYASAN AS-SHOLIHIIN SRENGAT
NPWP: 31.317.353.6-653.000

berkedudukan di- Jalan Mangga 11, Rukun Tetngga 0, Rukun Warga 02, Wonorso
Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, sesuai dengan Akta Nomor 23 tanggal 27
April 2011 yang dibust oleh Notaris Roy Achmad Mochtar Manan, SH berkedudukan
di Kabupaten Blitar.

KEDUA  : Keputusan ini mulai bérlaku sjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2011

An. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
IREKTUR

dIN DAUD, SH., MH.
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